BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan mengikuti

1.

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003

perkembangan perckonomian yang berdampak juga pada
naiknya harga satuan pakaian dinas dan atribut
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu, guna untuk menunjang
pelaksanaan tugas, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);




3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Unqang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan PertanggungJawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323); '

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah




diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2018 Nomor 13);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor
15);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati
Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);

13.Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 44), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah
Bumbu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.




Frit Faby s 2017ur£§;0§3312ta Daeral} Kabupaten Tanah
dengan Peraturan Bupati Nonl’o D e e e
Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tahup 2017 tentang Pelaks
Administratif Pimpinan Dan
Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah

Kabupaten Tanah Bu :
schagal Berut: mbu Tahun 2018 Nomor 1), diubah

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah i
; , seh
berbunyi sebagai berikut ingga Pasal 4

Pasal 4

() Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan
pakaian dinas berupa :
a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satu) tahun.
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun.
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang
dalam 5 (lima) tahun.
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1

e.
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(@) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

r Tarif

No Uraian Jumlah Satuan
(Rp

2 stel / tahun | 2.000.000

1 | Pakaian Sipil Harian

1 stel/ tahun 2.500.000

e e Til
2 | Pakaian Sipil Resmi

2 stel/ 5 tahun| 3.000.000

3 | Pakaian Sipil
L 00.000

4 | Pakaian Dinas Harian| 1 stel/ tahun 2.500.

Lengan Panjang

e S
5 mlstel/ tahun | 2.000.000

Daerah (Tenun

Pagatan) |

i imaksud pada ayat
atuan harga sebagaimana dim .
= ‘(SQt)aI:‘:ldaai)rats ditinjau dengan berpedoman pada hasil survey
: harga pasar.

S

dan/atau sesuai

w”




(4) };enyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar
Oesarng% Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap
rang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.

(5) P;zng.ec'ligar.l Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
i err ;11;1 ari 1 (satu) buah pin emas dan 1 (satu) buah pin

(6) Dalflm 'l_lal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam
Pferga_ntlah Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut
diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai
dengan ayat (5) Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
gngggta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah

umbu.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

T Ditetapkarny di Batulicin

PARAF ' pada tanggal 02 April 2019
Py BUPATI TANAH BUMBU,
lar' Q— v (T\/‘éi/
Qe M W, H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batuicin
pada tanggal 02 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ROO$WANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 8




